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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F
mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia. Informasi dalam arti luas sebagaimana diamanatkan
dalam pasal tersebut adalah termasuk Informasi Geospasial (1G).

Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia
(SDI) mengamanatkan penyelenggaraan SDI baik tingkat pusat maupun
pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dengan prinsip satu
standar data, satu meta data, satu interoperabilitas dan satu kode
referensi/data induk, meliputi: data statistik, data spasial dan data keuangan
negara. SDI diselenggarakan dengan visi “mewujudkan ketersediaan data
yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”,
dan/atau agar tidak terjadinya tumpang tindih data yang akan berimplikasi
pada kebijakan penyelenggaraan pemerintah, dilakukan dengan metode
perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan
data.

Dalam penyelenggaraan SDI, dilakukan pelayanan publik berupa
interoperabilitas (berbagi pakai data) melalui media teknologi informatika

portal data pemerintah Provinsi Lampung
(http://opendata.lampungprov.go.id), dan dapat juga diakses oleh
masyarakat.

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Informasi  Geospasial, dilakukan melalaui kegiatan pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan serta
penggunaan data dan informasi geospasial. Standar yang digunakan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial mengacu pada Surat Edaran Kepala
Badan Informasi Geospasial nomor 6 tahun 2021 tentang Pedoman Standar
Data dan Struktur Data dan Format Data Baku Metadata Spasial.

Hasil pengolahan data spasial berpengaruh pada peningkatan kualitas dan
informasi geospasial. Dengan pengolahan berpedoman standar, akan
meningkatkan kualitas informasi geospasial, meningkatkan pelayanan
sehingga terwujudnya good governance dan SDI Provinsi Lampung.
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1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses  Perencanaan dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (PP 17, 2027) mengamanatkan bahwa
pembangunan dilaksanakan harus berkualitas dan efektif dengan
kebijakan penyusunan perencanaan dilaksanakan melalui:

1. Pendekatan penyusunan (Rencana Kerja Pemerintah)
dilakukan melalui pendekatan Money Follow Programs
2. Penguatan dilaksanakan dengan pendekatan Tematik,

Holistik, Integratif, Spasial dengan memperhatikan pada:

a. Perkuatan perencanaan dan penganggaran

b. Pengendalian perencanaan

c. Berbasis kewilayahan

d. Integrasi sumber pendanaan

Pendekatan Tematik dimaksudkan fokus perencanaan yang

didetailkan sampai dengan program prioritas;

Pendekatan Holistik dimaksudkan pendekatan

menyeluruh dan komprehensif dari hulu sampai hilir;

Pendekatan Integratif dimaksudkan

menghubungkan/mengaitkan antar  program  untuk

mendukung tujuan pembangunan; dan

Pendekatan Spasial dimaksudkan keterkaitan fungsi lokasi

dari berbagai kegiatan yang terintegrasi

secara

Informasi Geospasial (IG) adalah informasi aspek keruangan
yang menunjukkan lokasi letak dan posisi suatu objek atau
kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan
bumi yang dinyatakan dalam koordinat tertentu, dan merupakan
alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambian keputusan,
dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang
kebumian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung
pengambilan  kebijakan dalam rangka mengoptimalkan
pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan
nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam,
penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan
bisnis perekonomian, penentan garis batas wilayah, pertanahan
dan kepariwisataan. 1G juga merupakan informasi yang amat
diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian
lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden
(Perpres) nomor 9 tahun 2016 yang diperbaharui melalui Perpres
nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden
nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
KSP bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi,
akurat dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung
perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan
izin, konsesi, hak atas tanah dan kebijakan yang berbasis spasial.

Perpres ini merupakan program prioritas sebagai manifestasi
yang mengamanatkan penyelesaian 158 peta Informasi
Geospasial Tematik (IGT) untuk sebagai acuan: a) kebijakan
pembangunan berbasis spasial; b) perencanaan dan pemanfaatan
ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut,
dalam bumi, dan udara; c) kesesuaian dan perizinan pemanfaatan
ruang masing-masing sektor; d) penyelesaian tumpang tindih
pemanfaatan ruang; dan e) perbaikan data Informasi Geospasial
Tematik (IGT) masing-masing sektor (Perpres 95, 2018).
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Dengan menyadari pentingnya IG dalam pembangunan di
berbagai sektor, 1G harus dijamin kemutakhiran dan
keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk
menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih
informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi
anggaran pembangunan dan inefisiensi informasi. 1G secara
umum bersifat terbuka dan harus mudah diakses oleh para
pengguna sehingga secara optimal dapat dimanfaatkan.
Keterbukaan 1G juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik
yang baik oleh aparat pemerintah dalam menyediakan IG bagi
kepentingan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance), pemerintah mengamanatkan perbaikan tata kelola
data dengan menerbitkan Peraturan Presiden nomor 39 tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) (PP 39, 2029). Kebijakan
SDI dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data yang
berkualitas dan merupakan terobosan penting untuk mewujudkan
perbaikan tata kelola data sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. SDI
mengamanatkan pengelolaan tata kelola data, meliputi: data
statistik, data spasial, dan data keuangan.

Peraturan Gubernur Lampung nomor 43 tahun 2020 (Pergub
Lampung 43, 2020) tentang Satu Data Provinsi Lampung (Pasal
12) mengamanatkan pembina data statistik adalah Badan Pusat
Statistik (BPS) dengan walidata adalah Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Provinsi Lampung,
pembina data dan walidata geospasial adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung dan
pembina data dan walidata keuangan adalah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, dengan
perangkat daerah sebagai produsen data.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial, Spasial (UU 4, 2011) adalah aspek keruangan suatu
atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian
yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang
dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data Geospasial
disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau
ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi
(Perpres 23, 2021).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan data geospasial (DG)
sebagaimana pasal 4 sampai dengan pasal 21 Undang-undang
nomor 4 tahun 2021 tentang Informasi Geospasial,
dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Informasi Geospasial
Dasar (IGD) merupakan 1G yang berisi tentang objek yang dapat
dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka
bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama, yang
terdiri dari peta dasar dan jaring kontrol geodesi yang secara
prinsip dibuat dan diperbaharui oleh Badan Informasi Geospasial
(BIG), dan 2) Informasi Geospasial Tematik (IGT) merupakan 1G
yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat
mengacu pada IGD, memiliki tema-tema tertentu dan dapat dibuat
oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap
orang.

Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial (DG) yang
sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam
perumusan kebijakan, pengambilan Keputusan, dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.



Penyelenggaraan

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2021 tentang
Informasi Geospasial (pasal 80 ayat 2),

pembangunan infrastruktur 1G, yaitu (PP 45, 2021):

1.

Kebijakan, meliputi:

a. Peraturan (Kepala Daerah / pimpinan Lembaga) tentang
simpul jaringan

b. Kebijakan teknis (SOP / Juknis) penyelenggaraan IG

c. Roadmap pengelolaan data dan informasi geospasial

d. RPJMD/RENSTRA mencantumkan kegiatan pengelolaan
data dan informasi geospasial

e. Persentase anggaran geospasial dalam APBD/APBN

Kelembagaan, meliputi:

a. Kelembagaan simpul jaringan telah dibentuk

b. Forum data telah dilaksanakan

¢. Unit teknis (OPD, Pusat, Direktorat) yang terlibat dalam
simpul jaringan

d. Memiliki kerja sama resmi dengan BIG / PPIIG / PPIDS

Sumber Daya Manusia, meliputi:

a. Staf dengan Kualifikasi Pendidikan Geospasial (geografi,
geodesi, geomatika)

b. Jabatan fungsional survei pemetaan

c. Program peningkatan kualifikasi (bimtek) Geospasial
Dasar OPD dan Kab/Kota Provinsi Lampung

Teknologi, meliputi: (UU 23, 2014)

a. Operasionalisasi Geoportal

b. Dukungan Infrastruktur TIK (kapasitas data center)
c. Perangkat lunak penyebarluasan data (WMS)

d. Perangkat lunak penyebarluasan metadata (CSW)

Data dan Standar penyelenggaraan IG, meliputi:

a. Katalog data spasial

b. Ketersediaan data dan metadata wajib di Geoportal (Batas
wilayah, Tataruang, dan Peta Tematik lainya)

c. Standard data mengacu pada SNI 1SO 19131:2014
tentanng Spesifikasi Produk Data (BSN, 2015)

Pembangunan IG tersebut dilakukan melalui:

1

Pengumpulan data geospasial

Pengumpulan DG terdiri atas DG dasar dan DG tematik sesuai
standar yang telah ditetapkan. Pengumpulan DG dilakukan
dengan kegiatan survei, pencacahan dan cara lain sesuai
dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Pengolahan data geospasial

Pengolahan DG merupakan proses atau cara mengolah DG
dan IG dengan menggunakan perangkat lunak yang berlisensi
dan/atau bersifat bebas dan terbuka (Gazeter RI, 2022).

. Penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi

geospasial

Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG merupakan cara
menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak
rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

Penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial

Penyebaran DG dan IG merupakan kegiatan pemberian akses,
pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat
dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Penggunaan informasi geospasial

Penggunaan IG merupakan kegiatan untuk memperoleh
manfaat baik langsung maupun tidak langsung melalui media
elektronik.
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2. Metodologi

2.1 Persiapan

Hal yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data dari
perangkat daerah, SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial
dan pedoman standar data geospasial disusun berdasarkan SNI
ISO 19131:2014 tentang Spesifikasi Produk Data (BSN, 2014),
SNI 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia, dan
Interoperabilitas data sesuai Katalog Unsur Geografi Indonesia
(KUGI) dan format data terbuka (https://kugi.ina-sdi.or.id/) (KGI,
2018)

SOP Informasi Geospasial meliputi SOP Pengumpulan DG
dan IG, SOP Pemeriksaan DG dan IG, SOP Penyimpanan dan
Pengamanan DG dan 1G, SOP Penyebarluasan serta Berbagi
Pakai DG dan IG, dan SOP Pelayanan DG dan IG. Kelima SOP
tersebut diakomodir dalam SOP Penyelenggaraan |G,
sebagaimana Undang-undang nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan
Pemerintah nomor 45 tahun 2021, merupakan rangkaian kegiatan
yang diawali dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan data dan informasi
geospasial (UU 14, 2008).

Dalam mendukung penyelenggaraan pelaksanaan SOP IG
didukung sumber daya manusia dengan kualifikasi pelaksana,
meliputi (BSN, 2019):

1. Memiliki kemampuan operasional software GIS

2. Memiliki kemampuan melakukan pengolahan dan analisis
data geospasial

3. Memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan hasil analisis
geospasial dalam bentuk narasi

4. Memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi dan
standarisasi data
5. Memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan data

geospasial di masing-masing sektor.

*
v
PENGOLAHAN DATA 2o
GEOSPASIAL TEMATIK .

P

OUTPUT
LAYOUT

—


https://kugi.ina-sdi.or.id/

Tebel 1. SOP Penyelenggaraan I1G

o —

[ omemm—y )

2.2 Peralatan pendukung

Perangkat pendukung dalam kegiatan ini adalah perangkat
keras berupa komputer dan perangkat lunak Sistem Informasi
Geospasial (Software SIG).

2.3 Tahapan Kegiatan

a. Pengumpulan data geospasial
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Pengumpulan data geospasial yang ada perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan sebagai data
dilakukan melalui kegiatan desk.

b. Pengolahan data geospasial

Data hasil inventarisasi dari perangkat daerah baik data
tabulasi maupun dalam format shapefile diolah menggunakan
perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Selanjutnya
dilakukan standarisasi dengan acuan sesuai Surat Edaran Kepala
Badan Informasi Geospasial nomor 6 tahun 2021 tentang
Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata
Spasial (UU 25, 2009).

c.Penyebarluasan DG dan IG

Data Geospasial (DG) yang telah diolah dan terstandar
selanjutnya diunggah ke dalam portal geospasial dan kemudian
disebarluaskan sebagai Informasi Geospasial (1G).

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan revitalisasi, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan
utama yaitu pengumpulan Data Geospasial (DG), pengolahan DG
dan penyebarluasan DG sebagai Informasi Geospasial (1G).
Pengumpulan data geospasial dilakukan melalui kegiatan diskusi
dan desk bersama perangkat daerah di Pemerintah Provinsi
Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
inventarisasi data di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing. Data yang terkumpul berupa data
tabulasi dan data dalam format GIS (shapefile). Untuk data yang
berupa data tabulasi selanjutnya diolah menjadi data spasial.
Jumlah data yang terkumpulkan dari perangkat yaitu 75 data
dalam bentuk shapefile.

Untuk meningkatkan kualitas data geospasial, dilakukan
standarisasi terhadap data yang dikumpulkan. Standarisasi
dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dibagipakaikan dengan
mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Dari
75 data yang diproduksi oleh perangkat daerah sebagai produsen
data, 14 (empat belas) data dapat distandarkan sesuai dengan
KUGI versi 5. Hal ini disebabkan karena pada KUGI versi 5
belum mengakomodir terhadap data statistik yang tidak
mempunyai referensi spasial.

Tabel 2. Hasil Pengolahan data spasial sesuai KUGI
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Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap data
geospasial, penyebarluasan data dan informasi geospasial,
dilakukan melalui geoportal. Geoportal digunakan sebagai media
berbagi pakai data dan informasi geospasial. Geoportal Provinsi

X .
‘:" B BE a Lampung telah terhubung kedalam Jaringan Infrastruktur
= .| Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Badan Informasi
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Gambar 2. Portal Penyebarluasan DG dan 1G

4. Kesimpulan
Tabel 3. Standarisasi Data yang dilaksanakan P

sesuai KUGI versi 5 Kegiatan revitalisasi pengolahan data spasial berpengaruh
pada peningkatan kualitas data dan informasi geospasial yang
dihasilkan. Dengan kualitas data yang baik:

a. mendukung pengambilan kebijakan dalam rangka
mengoptimalkan pembangunan dibidang ekonomi, sosial
dan budaya, pengelolaan sumber daya alam, penyusunan
rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis
perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan,
dan kepariwisataan, serta diperlukan dalam penanggulangan
bencana, pelestarian lingkungan hidup dan pertahanan
keamanan, dan
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b. meningkatkan pelayanan data khususnya informasi
geospasial sehingga mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang lebih baik (good governance), Satu Data
Indonesia Provinsi Lampung dan pembangunan yang lebih
efektif serta berkualitas.
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